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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dua instrumen operasional 

yang digunakan di lingkungan pemasyarakatan, yaitu Panduan Penggunaan Sistem 

Database Pemasyarakatan (SDP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas dan Rutan. Penelitian ini menggunakan metode 

normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan evaluasi dokumen 

hukum untuk menilai kesesuaian kedua instrumen dengan ketentuan perlindungan 

data pribadi sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana instrumen operasional tersebut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta solusi kebijakan 

yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan data pribadi kesehatan warga 

binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dan prosedur 

operasional yang ada sudah cukup solid, masih terdapat celah dalam pengendalian 

akses, transparansi, dan sistem audit data. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang 

lebih baik antara sistem elektronik dan prosedur manual, peningkatan infrastruktur 

keamanan data, serta pelatihan yang lebih intensif bagi petugas. Penelitian ini 

memberikan rekomendasi agar pemasyarakatan meningkatkan sistem perlindungan 

data pribadi untuk menjaga hak-hak warga binaan dalam konteks pelayanan kesehatan 

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, kesehatan, warga binaan pemasyarakatan, 

undang-undang no. 27 tahun 2022 

 

Abstract 

This research aims to provide a juridical analysis of two operational instruments used 

in the correctional environment, namely the Guidelines for the Use of the Correctional 

Database System (SDP) and the Standard Operating Procedure (SOP) for Basic 

Healthcare Service in Correctional Facilities (Lapas) and Detention Centers (Rutan). 

The study employs a normative method through legislative analysis and legal 

document evaluation to assess the extent to which these instruments comply with the 

personal data protection regulations set forth in Law No. 27 of 2022. The research 

addresses the issue of whether these operational guidelines align with the applicable 

laws and proposes policy recommendations to improve the protection of health data 

for inmates. The findings indicate that although the legal basis and operational 

procedures are fairly solid, there are gaps in access control mechanisms, 

transparency, and data auditing systems. Therefore, a better integration between 

electronic systems and manual procedures, enhanced data security infrastructure, and 

more intensive training for officers are necessary. This study recommends that the 

correctional system strengthen its personal data protection efforts to safeguard the 

rights of inmates, particularly in healthcare services. 

Keywords: personal data protection, health, correctional assisted citizens, law no. 

27 of 2022 

 

PENDAHULUAN 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki peran 

strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terdapat sekitar 526 

Lapas dan Rutan yang tersebar di 34 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa. Namun, 

berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengelolaan Lapas, termasuk masalah kelebihan kapasitas, 

fasilitas yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan layanan kesehatan bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada tahun 2023, jumlah WBP mencapai 265.897 orang dengan 

mailto:elisatris.gultom@unpad.ac.id1
mailto:elisatris.gultom@unpad.ac.id1
mailto:buala13001@mail.unpad.ac.id2
mailto:buala13001@mail.unpad.ac.id2


Analisis Yuridis Pengelolaan Data Kesehatan: Telaah Aturan SOP Sistem dan Pelayanan Warga 

Binaan Pemasyarakatan dalam Rangka Pemenuhan UU 27 Tahun 2022 - Revisi 

Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 5 Mei 2025                                                              2229 

tingkat overkapasitas sebesar 89,35%, yang berdampak langsung pada kualitas layanan 

pemasyarakatan, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan (Shahrullah et al., 2024; Soemitro et al., 

2023; Sutherland et al., 2015; Wang et al., 2014; Young et al., 2015). 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu 

berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, termasuk mereka yang berada dalam sistem 

pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

juga menegaskan hak WBP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam praktiknya, 

pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan mencakup pencatatan data kesehatan sejak awal penerimaan, 

yang dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Data yang dikumpulkan meliputi 

informasi demografis, riwayat kesehatan, serta catatan medis yang digunakan dalam manajemen 

pemasyarakatan dan rehabilitasi. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mendukung administrasi 

pemasyarakatan, masih terdapat tantangan dalam hal perlindungan dan pengelolaan data pribadi 

kesehatan WBP (Lestari et al., 2024; Manurung, 2023; Nainggolan & Velentina, 2022). 

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan digitalisasi dalam sistem 

pemasyarakatan, termasuk dalam pengelolaan data kesehatan melalui SDP Keperawatan. Meskipun 

digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi, terdapat berbagai kendala dalam 

implementasinya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya tenaga profesional yang 

terlatih dalam keamanan data, serta regulasi yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip 

perlindungan data pribadi (Hawks et al., 2020; Holzer et al., 2025). Kasus kebocoran data pribadi 

mantan WBP juga telah dilaporkan, termasuk pembatasan akses terhadap layanan keuangan digital serta 

penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak sah. 

Pengelolaan data kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dilakukan melalui dua instrumen 

utama: panduan penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mengatur pengumpulan dan 

penyimpanan data secara elektronik, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dasar 

Perawatan Kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman operasional manual di Lapas dan Rutan (Edge 

et al., 2020; Enggist et al., 2022; Fauzi & Dkk, 2024; Ferguson et al., 2016; Goldstein, 2014). Meskipun 

kedua instrumen ini memiliki peran strategis dalam menjaga kerahasiaan dan keakuratan data, 

pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah sejauh mana kedua sistem tersebut telah memenuhi 

standar perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU No. 27 tahun 2022 dan bagaimana solusi 

serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna meningkatkan perlindungan tersebut. 

Penelitian pertama oleh Rahman et al. (2021) mengkaji implementasi sistem 

manajemen data kesehatan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, namun penelitian ini 

kurang membahas tantangan dalam perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan 

digitalisasi data kesehatan WBP. Meskipun sistem database telah diimplementasikan, 

penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang hambatan keamanan data dan regulasi 

perlindungan data pribadi. Penelitian ini memberi pemahaman bahwa digitalisasi dapat 

meningkatkan efisiensi, tetapi tidak mengatasi masalah perlindungan data yang dihadapi di 

lapangan. Penelitian kedua oleh Anggraini & Hasibuan (2022) menganalisis pengelolaan data 

di Lapas dan Rutan, namun lebih berfokus pada aspek administratif dan tidak memberikan 

perhatian yang cukup pada aspek hukum dan perlindungan data pribadi, terutama dalam 

konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru diterapkan. 

Penelitian ini mengisi gap dengan memberikan fokus pada implementasi UU No. 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam konteks pengelolaan data 

kesehatan WBP di Lapas dan Rutan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh 

mana sistem SDP dan SOP Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan telah mematuhi standar 

perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, serta untuk memberikan 

rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan data pribadi WBP di dalam 

sistem pemasyarakatan. Penelitian ini juga mempertimbangkan kendala teknis dan regulasi 

yang ada, serta memberikan solusi praktis untuk mengurangi risiko kebocoran data dan 

penyalahgunaan data pribadi. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU PDP 

dalam perlindungan data pribadi kesehatan WBP di Lapas dan Rutan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi kebijakan dalam sistem 
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pemasyarakatan, sehingga perlindungan data pribadi kesehatan WBP dapat terwujud secara 

efektif dan berkeadilan. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan 

atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian 

dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak 

tertulis. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan 

baik secara tersirat maupun tersurat. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait 

dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil 

penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undang No.27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang No.22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, dan dokumen-dokumen hukum terkait seperti Junjungan Teknis ataupun Standar 

Operasional. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan data pribadi di Lingkungan Pemasyarakatan 

Analisis dilakukan terhadap panduan SDP dan SOP Pelayanan Dasar Perawatan 

Kesehatan yang telah diterapkan di lingkungan pemasyarakatan. Panduan SDP, yang dirancang 

oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, secara rinci mengatur mekanisme pengumpulan, 

penyimpanan, dan pengolahan data kesehatan secara elektronik.  

Dokumen tersebut juga menyebutkan prosedur pengendalian akses dan audit internal 

sebagai bagian dari standar pengamanan data. Namun, berdasarkan kajian normatif yang 

mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana yang diuraikan dalam 

UU No. 27/2022, masih terdapat kekurangan terkait modul verifikasi identitas dan proses 

persetujuan (consent) yang harus diimplementasikan secara eksplisit.  

Pentingnya adanya audit independen dan sistem monitoring yang transparan untuk 

menjamin keamanan data personal. Hal ini untuk menjawab tantangan dalam menyatukan 

pengelolaan data elektronik dan manual di instansi publik, yang mengakibatkan gap dalam 

penjaminan akses yang terbatas dan pencatatan data yang akurat (Bes et al., 2024; Binswanger 

et al., 2014; Boutwell et al., 2015).  

Penghapusan dan pemantauan data secara berkala dan rutin juga menjadi sesuatu yang 

belum diadakan di dalam SDP. Pada beberapa sistem pengadministrasian yang sangat kaku 

seperti Corebanking di industri perbankan pun sudah mengatur dengan ketat tentang hal 

tersebut. Hal ini didukung dengan sudah adanya Undang-undang Perbankan yang mengatur 

tentang penangan data nasabahnya. Hal ini dilakukan sedemikian rupa demi keberlangsungan 

usaha perbankan yang dijalani. Keberlangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh 

kepercayaan nasabahnya untuk menyimpan dana dan menggunakan jasa bank (Barraza et al., 

2015; Bellass et al., 2022). Mekanisme perlindungan data nasabah merupakan salah satu bentuk 

manajemen risiko yang utamanya ditujukan untuk melindungi data pribadi nasabah, yang 

berguna untuk mencegah risiko penyalahgunaan data nasabah bank oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab (Nainggolan & Velentina, 2022). Sayangnya dalam pengelolaan SDP, 

mekanisme penghapusan ini penulis rasa belum menjadi urgensi, karena belum adanya resiko 

yang signifikan dari luar terkait data-data yang ada di SDP. 

Lebih lanjut, SOP Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan yang diterapkan secara 

manual di Lapas dan Rutan menetapkan standar operasional pencatatan data kesehatan, namun 

sering kali belum didukung oleh mekanisme verifikasi dan audit yang terintegrasi. Hal ini 

menjadi masalah serius dalam konteks perlindungan data pribadi, karena data yang dicatat 
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secara manual rentan terhadap kesalahan input dan penyalahgunaan. Literatur terkait 

manajemen administrasi kesehatan, menyoroti bahwa pengelolaan data secara manual 

memerlukan sistem kontrol internal yang lebih ketat agar data tersebut tidak disalahgunakan 

atau terekspos secara tidak sah (Fauzi et al., 2024). 
 

Solusi dan rekomendasi kebijakan 

Literatur internasional mengenai perlindungan data, misalnya perbandingan penerapan 

General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dengan praktik di Indonesia, 

memberikan panduan bahwa integrasi antara sistem digital dan manual merupakan hal yang 

krusial untuk meningkatkan tingkat keamanan dan akuntabilitas. Rekomendasi kebijakan yang 

diusulkan mencakup pengembangan modul verifikasi identitas yang lebih komprehensif, 

penambahan sistem audit independen untuk evaluasi berkala, dan peningkatan infrastruktur 

keamanan siber. Selain itu, program pelatihan intensif bagi petugas operasional perlu diadakan 

secara rutin agar seluruh stakeholder memahami prinsip-prinsip perlindungan data pribadi 

secara menyeluruh (Ahalt et al., 2015). 

Di dalam negeri sendiri, sebenarnya kita bisa melihat pengelolaan data yang baik 

melalui kebijakan dapat dilihat lewat Industri Perbankan. Dalam mengelola data nasabah, 

banyak sekali aturan yang harus di ikuti secara wajib. Ambil contoh Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No.1/POJK.07/2013 yang dimana Keberadaan nasabah memerlukan perlindungan 

terhadap data pribadinya sebagai nasabah yang diekspos atau dikumpulkan oleh Bank, 

Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 yang mengatur tentang tugas direktur kepatahun 

dan Undang-undang Perbankan yang mengatur secara spesifik perlindungan data nasabah. 

Lapisan aturan yang sudah sangat tebal seperti di industri perbankan sendiri masih mendapati 

resiko operasional internal dan juga serangan eksternal. Melihat fakta diatas, harusnya dapat 

membuat kita menyadari bahwa aturan yang berlapis sekalipun belum bisa memastikan 

keamanan data, apalagi yang belum mengatur sama sekali. 

Peningkatan kapasitas SDM dan adopsi teknologi informasi modern merupakan kunci 

untuk menjaga integritas data di sektor publik. Pada hakikatnya, sinergi antara digitalisasi data 

dan prosedur manual dapat menciptakan sistem pengelolaan data yang lebih transparan dan 

akuntabel, yang pada gilirannya akan mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan 

Data Pribadi. 

Penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa Junjungan Teknis di SDP dan SOP 

manual sudah sangat kuat, sayangnya terdapat celah yang signifikan terutama dalam 

mekanisme persetujuan data, audit independen, serta pemantauan akses. Integrasi sistem antara 

pencatatan elektronik dan manual, ditambah dengan peningkatan standar keamanan serta 

pelatihan bagi petugas, merupakan langkah strategis untuk mengatasi celah tersebut dan 

memastikan bahwa pengelolaan data kesehatan dapat memenuhi standar perlindungan yang 

diamanatkan oleh UU No. 27/2022. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, meskipun panduan SDP dan SOP Pelayanan Dasar 

Perawatan Kesehatan di lingkungan pemasyarakatan didasarkan pada landasan hukum yang 

kuat, terdapat sejumlah kekurangan dalam mekanisme pengendalian akses, transparansi, dan 

sistem audit data. Dua rumusan masalah yang diangkat, yakni kesesuaian operasional dan 

solusi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, telah menunjukkan kekuatan dan 

kekurangan dari peraturan yang ada. Rekomendasi kebijakan meliputi integrasi sistem digital 

dan manual, peningkatan infrastruktur keamanan, serta pelatihan intensif bagi petugas. Upaya 

perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan tata kelola data, tetapi juga 

memperkuat perlindungan privasi warga binaan sesuai dengan standar perlindungan data yang 

berlaku. 
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